
 
 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 17 TAHUN 1987 

TENTANG 
PENGGUNAAN LANGSUNG DANA PENDAPATAN DARI PENGUSAHAAN 

KOMPLEK KEMAYORAN OLEH BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa pembiayaan dalam rangka pemanfaatan serta pembangunan 
Komplek Kemayoran akan diupayakan pemenuhannya dari dana di 
luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

  b. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada huruf a dan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelola Kompel Kemayoran, 
dipandang perlu memberikan pedoman mengenai penggunaan pen-
dapatan dari kegiatan pengusahaan Komplek Kemayoran oleh Badan 
Pengelola Komplek Kemayoran; 

 
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan 

Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal 
Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 45); 

  3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan 
Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola 
Komplek Kemayoran; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:  KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PENGGUNAAN LANGSUNG DANA PENDAPATAN DARI 
PENGUSAHAAN KOMPLEK KEMAYORAN OLEH BADAN 
PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN. 
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PERTAMA:  Segalapembiayaan yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan serta 
pembangunan Kompel Kemayoran diupayakan agar dapat dipenuhi 
dari dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa 
pendapatan dari pengusahaan Komplek Kemayoran oleh Badan 
Pengelola Komplek Kemayoran. 

 
KEDUA:  Penggunaan dan dimaksud dalam diktum PERTAMA oleh Badan 

Pengelola Kompek Kemayoran dilakukan secara langsung dengan 
memperhatikan tertib administrasi keuangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
KETIGA:  Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
 
        
 
       Ditetapkan di Jakarta 
       pada tanggal 11 Juni 1987 
       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
                ttd. 
 
                            SOEHARTO 
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